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ABSTRAK 

 

M Erhas Pangeran Taqwa (2024): Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan 

Agama Pekanbaru Kelas 1 A Tahun 

2021-2022  

Pokok permasalah dalam penelitian ini, yaitu dalam tahap proses pra Mediasi 

di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A masih terdapat para pihak tidak 

memilih sendiri siapa yang akan menjadi Mediator mereka seperti ketentuan 

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dalam 

Pasal 19 ayat (1) “Para pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang 

tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan”. Hal ini disebabkan dikarenakan 

penentuan Mediator langsung ditunjuk oleh  Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Pekanbaru Kelas 1 A kemudian Mediator menetapkan hari dan tanggal pertemuan 

Mediasi dihari itu juga. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksaan 

Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dan bagaimana upaya yang dilakukan 

oleh Mediator dalam meningkatkan tingkat keberhasilan Mediasi. Adapun jenis 

penelitian ini pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif (descriptive 

kualitatif) yaitu suatu penelitian yang mengamati dan mencari informasi dengan 

menggunakan teknik wawancara dengan Mediator, dalam mengobservasi peranan 

mediator serta melakukan cara dokumentasi pengolahan data kemudian penulis 

menguraikan hasil data tersebut dan memaparkannya dengan kalimat yang efektif. 

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang Mediator.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Mediasi di 

Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kecuali dalam tahap pra 

Mediasi ketika penunjukkan Mediator, para pihak kurang diberi hak dalam memilih 

seorang mediator dikarenakan Namun hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai 

sebuah pelanggaran karena faktor efektifitas waktu, memberikan kemudahan bagi 

masyarakat, menjamin terlaksananya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan 

berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A, terciptanya tanggung jawab 

yang tinggi dan yang terpenting adalah untuk mencapai kesepakatan perdamaian 

bagi para pihak. Adapun upaya yang sudah Mediator lakukan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tenteng Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, yaitu dengan cara memberikan nasehat, solusi dan kaukus.  

 
Kata Kunci: Mediasi, Mediator dan Pengadilan Agama  
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KATA PENGATAR 

 بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرهحۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada 

makhluk-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. 

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul 

“Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2021-2022”. Skripsi 

ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan 

Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada 

kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. 

Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima 

kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, kerena 

kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam 

skripsi ini: 
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1. Untuk kedua orang tua tercinta kepada Ibunda saya Asmiwati dan Ayah saya 

Ermansyah yang selalu memberikan kasih sayang dan mendoakan penulis tiada 

henti-hentinya demi kesuksesan penulis. 

2. Yang terhormat Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska 

Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. 
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Si sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan 
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4. Yang terhormat Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA, selaku Ketua Program 
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5. Bapak Ahmad Fauzi, MA  selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Ibuk Mardiana, M.A selaku dosen Penasehat Akademis saya, yang telah 

meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar 

memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini. 

7. Ibuk Yuni Harlina, SHI, M.SY, selaku pembimbing skripsi saya, yang telah 

meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar 

memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) yaitu mahluk yang tidak dapat 

melepaskan diri dari berhubungan atau berinteraksi dengan manusia yang lain untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani maupun rohani. Dalam melaksanakan 

aktivitas hubungan sosial antarmanusia tentu saja akan terdapat dinamika berupa 

persamaan ataupun perbedaan. Persaman tentu saja akan menambah eratnya relasi 

antarmanusia. Adapun perbedaan akan melahirkan benih- benih konflik antar 

manusia1. 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk 

membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar 

tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separoh 

ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam 

menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung. 

Tujuan pekawinan berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal (mendapat keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan nila-nilai sosial yang terjadi di 

tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Gejolak yang 

 
1Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediiasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 

Tentang       Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), h. 1. 
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berkembang di masyarakat adalah kecenderungan pasangan suami istri yang 

melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah 

tangga. Jika pada masa lalu proses perceraian dalam perkawinan merupakan suatu 

momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, maka saat ini perceraian sudah menjadi 

suatu fenomena yang umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya 

angka perceraian setiap tahunnya. 

Dasar terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor- faktor 

penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor yang 

menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, baik itu faktor ekstern dalam rumah 

tangganya maupun faktor intern. 

Kondisi masyarakat saat ini, perceraian masih banyak terjadi karena dianggap 

sebagai jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan di bawah 

payung hukum Indonesia dan hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi 

Hukum Islam) yang diakibatkan oleh perilaku suami atau istri. Karenanya proses 

beracara yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas, tanpa 

menimbulkan akibat hukum yang panjang di kemudian hari. 

Urgensi dan motifasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara 

menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila 

ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus 

diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama 

mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak- 
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pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata 

sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku 

mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang 

mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak- 

pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk 

menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai 

mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antar mereka.2 

Mediasi berasal dari Bahasa latin, mediare yang berarti di tengah. Makna ini 

menunjukan pada peran yang di tampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam 

menjalankan tugasnya menegahi dan menyelesaikan sengketa antar para pihak 

“berada ditengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan 

tidak memihak  dalam menyelesaiakan sengketa.3  

Mediasi di dalam pengadilan (court annexed mediation) mulai berlaku di 

Indonesai sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung  (PERMA) No. 2 

Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan mahkamah ini 

bertujuan untuk menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 

Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan           Tingkat Pertama dalam Menerapkan 

Lembaga Damai sebagaimana diatur dalam pasal 130 Herzine Inlandsch Reglemen 

(HIR) dan pasal 154 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Pasal 130 

 
2Siddiki, Mediasi diPengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan,  

(Jakarta: Kencana, 2015), h.2. 
3Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum 

Nasional, (Jakarta: Kencana, 2017), h.1. 
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HIR dan 154 RBg, sebagaimana diketahui mengatur tentang lembaga perdamaian 

dan mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang 

berperkara sebelum perkaranya diperiksa.4 

Proses mediasi wajib untuk dilalui oleh hakim mediator dan para pihak yang 

telah diatur dalam PERMA mediasi, karena jika tidak dilakukan akan menciderai 

pasal 130 HIR. Maka dari itu, semua sengketa perdata yang masuk ke pengadilan 

agama khususnya, wajib untuk dilakukan proses mediasi. Penyelesaian perkara 

melalui perdamaian dalam bentuk mediasi mempunyai berbagai keuntungan 

subtansial dan psikologis antara lain sebagai berikut: 

1. Penyelesaian bersifat informal. 

 

2. Yang menyelesaikan perkara para pihak sendiri. 

 

3. Jangka waktu penyelesaian pendek. 

 

4. Biaya ringan. 

 

5. Aturan pembuktian tidak perlu. 

 

6. Proses penyelesaian bersifat konfidensial (rahasia). 

 

7. Hubungan para pihak bersifat koopertif (kerja sama). 

 

8. Hasil yang dituju sama-sama menang. 

 

9. Bebas emosi dan dendam. 

 

Mediator juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu mediasi. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah 

 
4Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, 

(Jakarta: Kencana, 2017), h.306. 
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pertemuan antara para pihak, desain pertemuan, memimpin, dan mengendalikan 

pertemuan, menjaga proses keseimbangan mediasi dan menuntut para pihak 

mencapai kesepakatan merupakan peran utama yang dimainkan oleh mediator. 

Mediator juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu mediasi. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah 

pertemuan antara para pihak, desain pertemuan, memimpin, dan mengendalikan 

pertemuan, menjaga proses keseimbangan mediasi dan menuntut para pihak 

mencapai kesepakatan merupakan peran utama yang dimainkan oleh mediator. 

Mediator harus mempunyai kemampuan dan keahlian sehubungan dengan 

bidang atau masalah yang disengketakan, yang bertindak sebagai mediator adalah: 

1. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada meditor yang 

bersertifikat, semua hakim pada Pengadilan yang bersangkutan dapat 

ditempatkan dalam daftar mediator. 

2. Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan 

kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator 

pada pengadilan yang bersangkutan. 

3. Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara 

yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa 

sertifikat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis hakim wajib menjalankan fungsi 

mediator. 
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Pada akhirnya, berjalannya mediasi hingga berhasil memerlukan partisipasi 

dari para pihak serta mediatornya, juga tidak menuntut kemungkinan dari pihak-

pihak lain, akan tetapi tugas pertama yang mendorong mediasi berjalan adalah 

hakim mediator. Hakim mediator juga harus membantu para pihak untuk memberi 

solusi dan keputusan terbaik bagi kedua belah pihak. 

Dalam menjalankan mediasi di pengadilan para hakim harus mempunyai niat 

untuk mengembangkan dakwah dalam arti memberikan sebuah pemahaman dan 

solusi dalam permasalahan yang dimediasikan, karena kebanyakan orang 

berperkara tidak mengerti penyebab masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu, 

hakim mediator harus tanggap dan berkompeten dalam menyikapi dan memberikan 

solusi kepada para pihak, sehingga para pihak bisa menerima solusi yang diberikan. 

Di lingkungan peradilan dapat ditempuh jalur damai melalui proses mediasi, 

hakim terlibat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Di luar 

pengadilan dapat ditempuh jalur arbitrase, mediasi, sebagai alternative 

penyelesaian sengketa. 

Pada dasarnya prinsip penyelesaian sengketa sebenarnya bersandar pada 

postulat bahwa perdamaian merupakan tujuan tertinggi hukum. Perdamaian 

merupakan cara terbaik dalam menyelesaiakan persengketaan diantara pihak 

berperkara. Dengan perdamaian maka pihak-pihak perkara dapat mencoba suatu 

resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain (win win solution). Dikarnakan 

dalam perdamaian, yang ditekankan bukanlah aspek hukum semata, namun 

bagaimana kedua belah pihak tetap dapat memperoleh manfaat yang sebesar-
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besarnya dari pilihan perdamaian, pernyelesaian justru lebih mengedepankan sisi 

humanitas dan keinginan untuk                 saling membantu dan berbagi. Tidak ada pihak yang 

menang secara bersama-sama. 

Banyaknya kendala yang menghambat keberhasilan mediasi, para hakim 

mediatorpun juga menginginkan adanya peningkatan dalam proses keberhasilan 

mediasi. Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru perkara tertinggi yang masuk 

adalah perkara perceraian, karena dilihat dari volume perkara yang masuk ke 

pengadilan. 

Namun, dalam tahap proses pra Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru 

Kelas 1 A masih terdapat para pihak tidak memilih sendiri siapa yang akan menjadi 

Mediator mereka seperti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi dalam Pasal 19 ayat (1) “Para pihak berhak memilih 

seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan”.5 

Tabel 1.1 

Daftar Nama Hakim Mediator Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas 1A 

No Nama Mediator Jabatan Pendidikan Ket 

1 
H. Jhonny Ardan Mardan, 

Lc., M.A., M.M., M.H. 

Mediator S.2 Hukum  Bersertifikat 

2 Dr. H.M. Nasir As, S.H. Mediator S.3 Hukum Bersertifikat 

3 Drs. Mardanis, S.H., M.H. Mediator S.2 Hukum  Bersertifikat 

4 
Dr. Solehuddin Harahap,   

S.H.I, M.Sy. 

Mediator S.3 Hukum Bersertifikat 

 
5 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Pasal 19 ayat (1). 
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5 
Gusri Putra Dodi, S.H., 

M.H. 

Mediator S.2 Hukum Bersertifikat 

6 
Dr. H. Syarifuddin, S.H., 

M.H. 

Mediator S.3 Hukum Bersertifikat 

7 
H. Marjohan Syam, S.H., 

M.H. 

Mediator S.2 Hukum  Bersertifikat 

8 
Dr. H. Ahmad Anshary M, 

S.H., M.H. 

Mediator S.3 Hukum Bersertifikat 

9 Dr. Asyari, M.H. Mediator S.3 Hukum Bersertifikat 

Sumber data: Website Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A 

Oleh karena itu, keberadaan hakim mediator adalah sangat urgen dalam 

proses mediasi di pengadilan, sehingga peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana 

proses mediasi yang di laksanakan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dan analisis 

terhadap mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tahun 2021-2022. 

Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya 

ilmiah yang berjudul: Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Kota 

Pekanbaru Kelas 1 A Tahun 2021-2022 

B. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat peneliti agar lebih terarah dan 

tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang 

dituju maka peneliti membatasi masalah. Adapun batasan masalahnya adalah 

peneliti ini difokuskan pada prosedur mediasi di pengadilan terhadap proses 



9 
 

 
 

mediasi yang di laksanakan di Pengadilan Agama Pekanbaru dan analisis terhadap 

mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tahun 2021-2022. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A? 

2. Bagaimana analisis terhadap mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A 

tahun 2021-2022 ?    

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. 

b. Untuk Mengetahui analisis terhadap mediasi di Pengadilan Agama Kota 

Pekanbaru tahun 2021-2022. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum khususnya 

Hukum Keluarga. 

c. Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan 

yang sama.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Mediasi 

Mediasi, secara eksis mulai dipergunakan sejak 35 tahun yang lalu di amerika 

serikat, awalnya hanya menangani perkara-perkara perburuan. Semakin lama dan 

berkembang, mediasi tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa buruh saja, tetapi 

juga menyelesaiakan sengketa antara komunitas, keluarga dan pribadi. Seiring 

perkembangan zaman, penyelesaian sengketa melalui mediasi semakin meluas dan 

mendunia. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang 

berarti berada di tengah. Makna ini menunjukan pada peran yang ditampilkan pihak 

ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugas menegahi dan menyelesaiakan 

sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada 

pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus 

mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, 

sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.6 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mediasi diartikan sebagai proses 

pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai 

penasihat.7 

Garry goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan 

 
6Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariat, Hukum Adat dan Hukum 

Nasional, (Jakarta: kencan, 2017), h.2. 
7Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 

(Jakarta: Balai  Pustaka, 2002), h.726. 
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masalah dimana pihka luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan 

pihak-pihak yang bersegketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan 

perjanjian yang memuaskan.8 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 pengertian mediasi 

menurut Pasal 1 huruf (a) Perma Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang 

prosedur mediasi di pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa 

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 

dibantu oleh mediator. 

Mediasi pada dasarnya adalah negosisasi yang melibatkan pihak ketiga yang 

memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu 

dakam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih 

efektif dalam proses tawar-menawar dan bila tidak ada negosiasi maka tidak ada 

mediasi. Mediasi dapat berhasil jika para pihak mempunyai posisi tawar-menawar 

yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa 

depan. Jika ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan 

secara lama dan mendalam maka mediasi adalah pilihan cara yang tepat.9 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian 

sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh 

 
8Gary Goopaster, Negosiasi dan Mediasi Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian 

Sengketa melalui Negosiasi, (Jakarta: Elips Project, 1999), h.201. 

9Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sangketa Perdata Pengadilan, 
(PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.28. 
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mediator sebagai pihak  ketiga yang menengahi kedua belah pihak yang 

bersengketa guna mendapatkan kesepakatan yang             dapat diterima oleh kedua belah 

pihak. 

Beberapa defenisi diatas menggambarkan bahwa mediasi merupakan metode 

penyelesaian sangketa yang memiliki ciri-ciri antara lain:10 

1. Ada dua atau beberapa pihak yang bersangketa. 

2. Menggunakan bantuan pihak ketiga (Mediator). 

3. Pihak ketiga bertujuan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan 

sangketa. 

4. Penyelesaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. 

B. Dasar Hukum Mediasi 

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian 

sengketa adalah musyawarah dan mufakat. 

2. HIR Pasal 130 (HIR Pasal 154 RBg Pasal Rv). 

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. 

4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.02 Tahun 2003 

tentangProsedur Mediasi Di Pengadilan. 

 
10 D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan 

Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, (Alfabeta: Bandung, 2010), h. 18. 
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5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.01 Tahun 2008 

TentangProsedur Mediasi Di Pengadilan 

6. Mediasi atau APS Di Luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU Nomor.30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 Tahun 2016 

tentangProsedur Mediasi Di Pengadilan. 

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian 

akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus 

permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. 

Bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat dalam Al- 

Qur’an surah An-Nisa’ ayat 35: 

احً 
َ
هْلِهَاۚ  اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْل

َ
نْ ا مًا م ِ

َ
هْلِهٖ وَحَك

َ
نْ ا مًا م ِ

َ
ا  وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَك

انَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا 
َ
َ ك ُ بَيْنَهُمَاۗ  اِنَّ اللّٰه قِ اللّٰه ِ

وَف     ٣٥يُّ

Artinya “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, 

maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai 

dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah 

Maha teliti, Maha Mengenal”.11 

Ayat ini menjelaskan bahwa jika terjadi syiqaq atau persengketaan antara 

suami isteri, maka kedua belah pihak mengutus 2 (dua) orang hakam. Kedua, 

hakam tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan 

 
11 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan, (Bogor: Unit 

Percetakan Al-Qur’an, 2019), h.34. 



15 
 

 
 

mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik untuk mereka perdamaikan 

ataupun mengakhiri perkawinan mereka. Syarat-syarat hakam, Islam, baligh, 

berakal, dan adil. 

Tidak disyaratkan hakim dari pihak keluarga suami maupun isteri. Perintah 

dalam ayat 35 di atas bersifat anjuran. Bisa jadi hakam  di luar pihak keluarga lebih 

mampu memahami persoalan dan mencari  jalan keluar terbaik bagi persengketaan 

yang terjadi antara suami isteri  tersebut. 

Adapun Mediasi dalam literatur Islam disamakan dengan tahkym. Tahkym 

dalam terminologi fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain 

agar diputuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan hukum syar’i. 

Dasar hukum diadakan perdamaian dapat dilihat dalam Al-Qur’an Surat Al-

Hujarat Ayat 9. 

خْرٰ 
ُ
ا
ْ
ى ال

َ
صْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَل

َ
وْا فَا

ُ
مُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَل

ْ
ى  وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ ال

صْلِ 
َ
ۖ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَا ِ مْرِ اللّٰه

َ
ٰٓى ا ءَ اِل ى تَفِيْۤ تِيْ تَبْغِيْ حَته

َّ
وا ال

ُ
عَدْلِ  فَقَاتِل

ْ
حُوْا بَيْنَهُمَا بِال

مُقْسِطِيْنَ 
ْ
بُّ ال َ يُحِ قْسِطُوْاۗ اِنَّ اللّٰه

َ
   ٩وَا

Artinya “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka 

damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap 

(golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga 

golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali 

(kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan 

berlakulah adil. Sungguh, Allah me\ncintai orang-orang yang berlaku adil”12 

 
12 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan, (Bogor: Unit 

Percetakan Al-Qur’an, 2019), h.23. 
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C. Tujuan dan Manfaat Mediasi 

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternative penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan. Tujuan dilakukanya mediasi adalah menyelesaiakan sengketa antara 

para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat 

mengantarkan para pihak pada perwujutan kesepakatan damai yang permanen dan 

lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah 

pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang 

dikalahkan (win-win solution).13 

Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki 

kewenangan dalam mengambil keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak 

dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. 

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, 

karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan 

mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal 

pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah 

dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, 

paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar permasalahan dan 

mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukan adanya 

keinginan para pihak untuk menyelesaiakan sengketa, namun mereka belum 

 
13Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 

(Jakarta: Kencana  , 2017), h.10. 
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menemukan format yang tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

 Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak 

mungkin diwujutkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah 

keinginan dan itikad baik dari para pihak dalam mengakhiri persengketaan 

mereka. Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak 

ketiga dalam perwujutanya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian 

sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah 

keuntungan antara lain:14 

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaiakan sengketa secara cepat dan relative 

murah. 

2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepetingan mereka 

secara nyata dan pada kebutuhan emosi dan psikologis mereka, sehingga mediasi 

bukan hanya tertuju pada hak- hak hukumnya. 

3. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara 

langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka. 

4. Mediasi memberikan kemampuan para pihak untuk melakukan control terhadap 

proses dan hasilnya. 

5. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling 

pengertian yang lebih diantara para pihak yang bersengketa karena mereka 

 
14 D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan 

Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, (Alfabeta: Bandung, 2010), h. 24. 
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sendiri yang memutuskan. 

6. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu 

mengiringi setiap          putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim 

di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase. 

Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan 

pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang 

dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk dari pada 

yang diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang 

diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para 

pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, 

meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan 

para pihak. 

Pernyataan win-win solution pada Mediasi, umumnya datang bukan dari 

istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian 

tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang 

mereka. 

Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak 

yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat berupaya mengatasinya 

melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian 

sengketa. Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam 
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kaitannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan.15 

D. Mediasi dalam Islam 

Istilah mediasi dalam islam dikenal dengan as-sulh. Secara bahasa artinya 

qath al-niza, yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari as-sulh sendiri 

adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.16 

Mediator dalam Islam disebut dengan hakam. Hakam ialah seorang utusan atau 

delegasi dari pihak yang bersengketa suami dan istri. Yang dilibatkan dalam 

penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu majelis 

hakim dapat mengangkat Hakam yang bukan dari pihak keluarga, para pihak 

diantaranya yang berasal dari hakim mediator yang sudah diterapkan oleh lembaga 

Tahkim.17 

Praktik as-sulh sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan 

berbagai bentuk. Untuk mendamaikan antara suami dan istri yang sedang 

bertengkar, antara kaum muslimin dan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan 

pihak lain yang sedang berselisih. As-sulh menjadi metode untuk mendamaikan 

dengan kerelaaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses 

peradilan di hadapan hakim. 

Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan 

 
15Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 

(Jakarta: Kencana  , 2017), h.25-26. 
16Muhammad Katib Syarbini, Mughni Muhtah Juz II, (Beirut, Dar Alfikr), h.177. 
17Muhammad Saifullah, Mediasi dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di 

Indonesi, (Semarang:  Walisongo Press, 2009), h.12. 
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kepuasan sebagai jalan keluar atas konflik yang terjadi. Karena pada dasarnya 

berasaskan kerelaan semua pihak yang berselisih. 

Dalam perkara perceraian Al-Quran menjelaskan as-sulh dalam surat Al-Nisa 

ayat 128 sebagai berikut: 

صْلِحَا بَيْنَهُمَا   نْ يُّ
َ
يْهِمَآ ا

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
وْ اِعْرَاضًا فَل

َ
شُوْزًا ا

ُ
ةٌ خَافَتْ مِنْْۢ بَعْلِهَا ن

َ
وَاِنِ امْرَا

انَ بِمَا  
َ
َ ك قُوْا فَاِنَّ اللّٰه سِنُوْا وَتَتَّ حْ

ُ
ۗ وَاِنْ ت حَّ نْفُسُ الشُّ

َ
ا
ْ
حْضِرَتِ ال

ُ
حُ خَيْرٌۗ وَا

ْ
ل حًاۗ وَالصُّ

ْ
صُل

وْ 
ُ
   ١٢٨نَ خَبِيْرًا تَعْمَل

 

Artinya “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau 

bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang 

sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu 

menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) 

dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, 

Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”18 

 

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Saudah binti Zam’ah, istri 

Rasulullah saat beliau berusia lanjut. Rasulullah hendak menceraikannya, lalu 

Saudah memberikan jatah harinya pada Aisyah sebagai tawaran asalkan ia tidak 

diceraikan. Rasulullah menerima penawaran tersebut dan tidak menceraikannya.19 

Dalam Shahih Bukhari dijelaskan pula tafsir dari ayat ini, bahwa yang 

dimaksudkan dengan wanita yang takut akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari 

suaminya, adalah suami yang tidak lagi mempunyai keinginan terhadap istrinya. 

 
18 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan, (Bogor: Unit 

Percetakan Al-Qur’an, 2019), h.22. 
19Abu Al-fida Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasy al-Dimasyqi, Tafsir Al-quran al-

Azhim, Juz 2,  (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999), h.426. 
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Yaitu hendak menceraikannya dengan wanita lain, lalu istri berkata pada 

suaminya: “Pertahankanlah aku dan jangan kau ceraikan”. Silahkan engkau 

menikah dengan wanita lain, engkau terbebas dari nafkah dan kebutuhan 

untukku.” maka firman Allah dalam ayat tersebut:  

Maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang 

sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka.20 

Dari sebab turunnya ayat ini penulis berpendapat bahwa saat itu Saudah 

melakukan upaya perdamaian ketika akan terjadi perceraian. Ia berusaha 

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan memberikan jatah harinya 

pada Aisyah, istri Rasulullah yang paling muda. Dalam hal ini memang tidak ada 

pihak ketiga yang berperan sebagai mediator. Namun apa yang dilakukannya 

adalah bentuk dari alternatif menyelesaikan sengketa, yang kemudian ditegaskan 

dalam syariat islam. 

Dari penjelasan tersebut penulis beranggapan bahwasanya perdamaian yang 

berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam islam termasuk dalam hal 

perceraian adalah hal yang dianjurkan. Maka mediasi dalam perkara perceraian 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam yang mengutamakan keutuhan 

rumah tangga. 

Bahkan menjadikan perdamaain sebagai alternatif penyelesaian sengketa 

 

20Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz 3, (Kairo: Dar Al-Hadist, 

2000), h. 647. 
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antara suami istri agar terhindar dari perceraian dengan tetap mengutamakan 

kemashlahatan dalam kehidupan rumah tangga. 

E. Peran dan Fungsi Mediator 

a. Peran Mediator 

Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh orang peran yang 

ditampilkan oleh mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani 

sejumlah pertemuan antarpara pihak, meminpin pertemuan dan 

mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan 

menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan Mediator sebagai pihak 

ketiga yang netral melayani kepentinga para pihak yang bersengketa. 

Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia 

mampu meyelami kepentingan para pihak dan berusaha menwarkan alternatif 

dalam pemenuhan kepentingan tersebut.21 

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para 

pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh 

keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa peran mediator 

yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara 

lain: 

1. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak 

 
21 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 

(Jakarta: Kencana, 2017), h.78. 
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2. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan 

menguatkan suasana yang baik. 

3. Membantu para pihak untuk mengahadapi situasi atau kenyataan 

4. Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawarmenawar 

5. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan 

menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.22 

Peran mediator akan terwujud apabila mediator mempunyai sejumlah 

keahlian (skill). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan 

(training) dan sejumlah pengalaman dalam meyelesaiakan konflik atau 

sengketa. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai 

dengan kapasitasnya. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran 

terlemah sampai peran yang terkuat. Ada beberapa peran mediator yang 

termasuk dalam peran terlemah dan terkuat. Peran-peran ini menunjukkan 

tingkat tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian (skill) yang dimiliki oleh 

seorang mediator. Mediator menampilkan peran yang terlemah bila dalam 

proses mediasi, ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:23 

1. Menyelenggarakan pertemuan. 

2. Memimpin diskusi. 

 
22Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 

(Jakarta: Kencana, 2017), h.79. 

2323D. Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan 
Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008, Tentang Prosedur 
Mediasi, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), h.102. 
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3. Memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan 

.berlangsung secara baik. 

4. Mengendalikan emosi para pihak. 

5. Mendorong para pihak yang kurang mampu atau segan dalam 

mengemukakan pandangannya. 

Sedangkan mediator yang menampilkan peran kuat, ketika dalam proses 

mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan. 

2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak. 

3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah 

pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa harus diselesaikan. 

4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah. 

5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah. 

6. Membujuk para pihak untuk menerima ususlan tertentu dalam rangka 

penyelesaian sengketa. 

Peran-peran tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh seseorang 

yang akan menjadi mediator dan hakim yang menjadi mediator di Pengadilan 

Agama dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus berupaya melakukan 

yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal sehingga para pihak 

merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator. 

b. Fungsi Mediator 
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Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai 

fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

1) Memperbaiki kelemahan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada 

hambatan dan sekat-sekat pikologis. 

2) Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi 

yang fair. 

3) Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan 

tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung. 

4) Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-

masing para pihak.24 

Berkaitan dengan peran dan fungsi mediator yang sangat penting 

dalam proses mediasi di pengadilan agama, mahkamah agung diharapkan 

dapat segera mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para hakim di 

pengadilan agama di daerah-daerah, sehingga para hakim yang menjadi 

moderator mendapat wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi, 

para hakim mediator diharapkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai 

mediasi. Mengingat waktu yang digunakan untuk mediasi dengan moderator 

 
24D. Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan 

Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008, Tentang Prosedur 
Mediasi, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), h.101. 
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dari dalam pengadilan hanya 40 hari, maka diharapkan para hakim  

mediator dapat menyusun strategi yang tepat sehingga lebih bisa 

memanfaatkan waktu dengan baik. 

Dalam proses sebuah mediasi, mediator menjalankan peran untuk 

menengahi para pihak yang  bersengketa.  Peran  ini  diwujudkan melalui 

tugas  mediator yang  secara  aktif  membantu  para  pihak dalam memberi 

pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan 

memberikan alternative, solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa 

yang harus dipatuhi. 

Peran-peran tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh 

seseorang yang akan menjadi mediator dan Hakim yang menjadi mediator 

di pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Mediator 

harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan 

maksimal sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka 

buat atas bantuan mediator.25 

F. Prosedur Mediasi Secara Umum  

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 secara 

tegas dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan, ketertiban dan 

kelancaran dalam proses perdamaian para pihak dalam menyelesaikan sengketa 

 
25D. Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan 

Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008, Tentang Prosedur 
Mediasi, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), h.103. 
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perdata. Upaya ini dilakukan dengan cara mengintensifkan dan mengintegrasikan 

proses mediasi ke dalam prosedur di pengadilan. Dengan demikian, mediasi 

menjadi sangat penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses 

berperkara di pengadilan. 

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka jenis perkara yang wajib 

dilakukan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan 

termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak 

berperkara (patij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan 

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.26 

Penerapan PERMA pada dasarnya adalah melaksanakan proses mediasi. 

Adapun prosesnya dibagi ke dalam dua tahap, yaitu tahap pramediasi, mediator 

melakukan beberapa langkah antara lain, membangun kepercayaan diri, menghubungi 

para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa 

depan, mengkoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, 

menentukan sikap yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan 

tempat dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan 

membicarakan perselisihan mereka. 

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai 

sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini 

 
26Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (1). 
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terdapat beberapa langkah penting antara lain, sambutan pendahuluan mediator, 

presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan 

permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan 

opsi-opsi,          menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan 

menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi. 

a. Tahap Pramediasi 

Penggugat untuk menyelesaikan sengketanya mendaftarkan gugatan ke 

pengadilan yang sesuai dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolute 

pengadilan tersebut. Setelah gugatan terdaftar, Pengadilan akan menentukan hari 

sidang pertama dan penggugat dan tergugat akan menerima surat panggilan sidang 

dari pengadilan. Berdasarkan Pasal 17  PERMA  No 1 Tahun 2016 pada hari 

sidang telah ditentukan dan diahdiri oleh para pihak, hakim yang memeriksa 

perkara mewajibkan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai dengan 

cara mediasi.27 

Hakim tersebut juga akan menjelaskan tentang mediasi. Setelahnya para pihak 

wajib menandatangani formulir penjelasan mediasi sebagai bukti telah 

mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang proses mediasi. Dan berdasarkan 

Pasal 20 Ayat (1) para pihak diberikan waktu dua hari kerja untuk menunjuk 

mediator. Mediator yang dipilih harus memiliki sertifikat mediator dan terdaftar di 

pengadilan setempat. Sesuai dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), bahwa setiap 

 
27Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 17. 
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mediator wajib memilik sertifikat mediator dan dinyatakan lulus dalam pelatihan 

sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga 

yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Hakim tidak 

bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat 

keterbatasan jumlah mediator bersertifikat. 28 

Lalu berdasarkan pasal 20 Ayat 3 PERMA No. 1 tahun 2016 jika batas waktu 

dua hari berakhir dan masih belum berhasil menunjuk mediator maka majelis akan 

menunjuk mediator dari pengadilan yaitu hakim yang tidak mengadili perkara 

tersebut, kemudian menetapkan hari dan tanggal pertemuan mediasi, hal ini diatur 

dalam pasal 21 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016.29 

b. Tahap Proses Mediasi 

Berdasarkan pasal 24 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 dalam waktu paling 

lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, 

masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator, agar 

mediator memahami permasalahan dari sudut pandang masing-masing pihak yang 

bersengketa sehingga membantu mediator dalam proses mediasi. 

Setelah mediator menetapkan hari mediasi dan menerima resume perkara 

masing-masing pihak proses mediasi sudah berjalan. Proses mediasi berlangsung 

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau 

 
28Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 13 ayat (1) dan (2) 
29Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 17 ayat (1) 
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ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana Pasal 24 ayat (2) dan (3). 30 

Berasarkan pasal 25 PERMA No 1 Tahun 2016 materi perundingan 

mediasi tidak terbatas pada apa yang ada dalam gugatan saja, bila kesepakatan 

tercapai untuk materi yang tidak terantum dalam gugatan maka penggugat dapat 

mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut. Tujuan dari hal ini 

adalah untuk mempermudah para pihak mencapai kesepakatan.31 Jika dalam 

proses mediasi dibutuhkan keterngan dari saksi ahli misalnya untuk penilaian 

atau penasiran nilai sebuah aset berdasarkan Pasal 26 PERMA No.1 Tahun 2016 

maka biaya untuk ahli tersebut ditanggung oleh para pihak dan harus disepakati 

sebelumnya apakah hasil keterangan dari saksi tersebut mengikat atau tidak.32 

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi gagal jika salah satu pihak atau 

para pihak atau kuasa hukum yang telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri 

pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau 

telah dua kali berturut-turut tidak meghadiri pertemuan mediasi tanpa adanya 

alasan setelah di panggil secara patut. Jika setelah proses mediassi berjalan, 

mediator memahami bahwa sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau 

harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain 

yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang 

berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, 

 
30Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 24 ayat (2) dan (3) 
31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 25. 
32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 26. 
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mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa 

perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak 

tidak lengkap. 

c. Tahap Akhir Mediasi 

Berdasarkan pasal 27 PERMA No 1 Tahun 2016 jika proses mediasi berhasil 

maka para pihak dapat memilih untuk: 

a. Membuat kesepakatan perdamaian dan dikuatkan dengan akta perdamaian 

melalui putusan majelis hakim. 

b. Para pihak dapat meminta pencabutan gugatan. 

c. Perubahan sebagian gugatan oleh penggugat dan sisa gugatan tetap dilanjutkan 

dalam proses Pengadilan atau yang disebut keberhasilan mediasi sebagian.33 

Kesepakatan sebagian ini diatur dalam pasal 29, 30, 31 dan 32 PERMA No 1 

Tahun 2016 sebaliknya berdasarkan pasal 32 Ayat (1)  PERMA No 1 Tahun 2016 jika 

proses mediasi tidak berhasil maka mediator akan menyampaikan ke Pengadilan 

berikut dengan alasannya. Berikut beberapa alasan kegagalan mediasi antara lain: 

a. Waktu mediasi habis namun kesepakatan perdamaian tidak tercapai. 

b. Tidak adanya iktikad baik yaitu tidak mengajukan atau  menanggapi resume 

perkara dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah 

disepakati tanpa alasan yang sah dan bila mediasi tidak dilaksanakan, 

 
33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27. 
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berdasarkan pasal 32 PERMA No 1 Tahun 2016 maka mediator akan 

menyampaikan secara tertulis kepada hakim denga alasannya. 34 

Beberapa alasan mediasi tidak dapat dilaksankan adalah: 

a. Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang berkaitan dengan pihak 

lain. 

b. Melibatkan wewenang kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, atau 

BUMD sepanjang tidak ada persetujuan dari lembaga-lembaga tersebut. 

c. Tidak beriktikad baik, yaitu tidak hadir dalam pertemuan mediasi tanpa alasan 

yang sah, menghadiri mediasi yang pertama namun tidak menghadiri pada 

pertemuan berikutnya tanpa alasan yang sah dan ketidakhadiran berulang-ulang 

yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. 

Patut diingat bahwa iktikad baik adalah kunci sukses mediasi, terdapat 

akibat hukum jika para pihak tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Yaitu 

berdasarkan pasal 22 PERMA No 1 Tahun 2016 penggugat yang tiak beriktikad 

baik gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima atau (NO) dan wajib membayar 

biaya mediator. Jika tergugat tidak beriktikad baik maka tergugat wajib membayar 

biaya mediasi hal ini diatur dalam pasal 23 Ayat (4) dan bila kedua belah pihak 

baik penggugat ataupun tergugat dinayatakan tidak beriktikad baik berdasarkan 

pasal 23 Ayat (8) PERMA No 1 Tahun 2016 maka gugatan dinyatakan tidak dapat 

 
34Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 32 
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diterima tanpa penghukuman membayar mediasi.35 

Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaiaman dimaksud 

Pasal 24 ayat (2), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena 

sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e, mediator 

wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan 

memberitahukan kegagalan kepad hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan 

tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara 

yang berlaku. 36 

Pada tiap tahapan pmeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap 

berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum 

pengucapan putusan. 

G. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. 

Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam 

tinjauan ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu.  

Skripsi yang ditulis oleh Ulfiatul Azizah yang berjudul “Analisi Peraturan 

Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Terhadap Upaya-upaya Mediasi dalam 

Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Magetan”. Dari 

penelitiannya ia membahas mengenai sebab-sebab yang terjadi di lapangan apakah 

 
35Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 29 Ayat (1) dan (3). 

36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 24 ayat (2). 
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pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama    Magetan sudah sesuai dengan PERMA 

mediasi. 

Skripsi yang ditulis oleh Putut Basuki yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Kab. Madiun”. Dari penelitiannya, 

ia membahas pengangkatan mediator pada proses mediasi dan tugas mediator di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sejalan dengan Hukum Islam. 

Skripsi yang ditulis Muhammad Bisri Mustofa yang berjudul “Peran Hakim 

Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No.1 

Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A”. Dari hasil penelitian 

diketahui bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungangung sudah 

berjalan cukup baik sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur 

mediasi di pengadilan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu 

penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya yakni menyangkut 

data yang ada di lapangan.37 Dalam rangka untuk menemukan dan menentukan 

permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selain ditinjau kelapangan penelitian ini 

juga menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) sebagai pendukung 

dalam melakukan penelitian. Adapun mekanismenya dengan cara mengumpulkan 

bahan-bahan informasi dari pustaka terkait mediasi dengan menggunakan berbagai 

literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, 

kemudian dianalisis melalui teori-teori yang didapatkan dari data-data tersebut. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas 1 A di jalan 

Parit Indah Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. 

Lokasi ini dipilih karena bisa dijangkau oleh penulis sehingga memudahkan penulis 

dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian. 

 

 

 

 
37Hadi Sutrisno, Metode Research, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002), h.142. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian  

Subjek dari penelitian ini adalah hakim mediator sebanyak 9 (Sembilan) orang 

yang berada di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. 

2. Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah bagaimana prosedur mediasi di pengadilan 

terhadap proses mediasi yang di laksanakan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru 

dan analisis terhadap mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tahun 2021-

2022.  

D. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama 

(biasanya dapat melalui wawancara, pendapat dan lain-lain).38 Adapun yang 

menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari 

tempat yang menjadi objek penelitian (Pengadilan Agama Kota Pekanbaru) 

terhadap para pihak yang terkait dan berperan dalam proses Mediasi yaitu sebanyak 

5 (Lima) orang hakim mediator yang berada di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi Pustaka yang 

bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang terdiri dari Perundang-undangan, 

 
38Sedarmayanti, Metodologi Penelitian, (Bandung: CV Mandar Maju, 2002), h.73. 
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buku literatur dan sumber lain yang terkait dengan judul penelitian ini, diantaranya 

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.                                                                                      

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulis, 

maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi  

Yaitu cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan 

pencatatan secara sismatik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada Pelaksanaan 

Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1 A dan upaya Mediator dalam 

meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A. 

Observasi ini dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru. 

2. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab antara pewawancara dengan responden. Maka peneliti disini langsung 

melakukan wawancara kepada hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru 

Kelas 1 A, adapun Informan penelitian ini adalah Mediator yang berjumlah 5 orang 

yaitu Bapak H. Jhony Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M., M.H. Bapak Dr Solehuddin 

Harahap, S.H.I., M.Sy. Bapak Dr. H. M. Nasir As, S.H. Bapak Drs. Mardanis, S.H., 

M.H. Bapak Dr. H. Syarifuddin, S.H., M.H. Selaku Mediator di Pengadilan Agama 

Pekanbaru Kelas 1 A. 
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3. Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa foto, catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda, dan sebagainya. Untuk itu, dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti 

bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan 

untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini,. peneliti menggunakan foto-foto 

dan pedoman wawancara serta hasil dokumentasi yang berupa arsip-arsip data 

tentang Mediasi yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A.  

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan 

dari penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian 

untuk memahami suatu subjek yang akan diteliti misalnya seperti tindakan, perilaku, 

motivasi, persepsi, dan lain-lain yang secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa.39 

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses 

pengumpulan data, tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: reduksi data, 

sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat 

dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Kemudian 

 
39Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 

h.6. 
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peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam melaksanakan penelitian 

tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang 

dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.40 

 

  

 
40 Ibid, h.179. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan yang telah dibahas 

Penulis diatas dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 

1 A Tentang Pelaksaan Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2021-2022 

maka Penulis dapat menyimpulkan: 

1. Proses mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A secara umum 

sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 01 Tahun 2016 tetang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahapan 

proses Mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim maupun Mediator di 

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A sesuai dengan ketentuan, mulai dari 

tahap pra Mediasi, tahap pelaksanaan Mediasi. Kecuali pada tahap 

pramediasi, ada yang membedakan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah 

Agung  No. 1 Tahun 2016 yaitu penunjukan mediator yang seharusnya di 

tunjuk oleh para pihak, di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A yang 

menunjuk mediator adalah Majelis Hakim yang mana sudah terjadwal di 

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A. Namun hal ini tidak bisa dikatakan 

sebuah pelanggaran, dikarenakan Hakim juga mengedepankan asas yang 

melekat yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya murah. 

 



 
 

82 
 

2. Upaya mediator dalam meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi di 

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A tahun 2021-2022 sudah sesuai 

dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan. Terlihat bahwa mediator berusaha semaksimal 

mungkin dalam usaha mendamaikan para pihak, mulai dari awal ketika 

mediator memperkenalkan diri kemudian menggali permasalahan, mencarikan 

solusi-solusi dan mengadakan pertemuan secara terpisah (kaukus). 

B. Saran 

1. Perlu adanya tindakan lanjutan dari Mahkamah Agung mengenai Mediasi 

dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi Mediator, karena 

mengingat masih banyak Mediator yang belum bersertifikat. 

2. Perlu adanya tindak lanjut mengenai sarana dan prasaran di Pengadilan 

Agama Pekanbaru Kelas 1 A, agar dapat meningkatkan tingkat keberhasilan 

Mediasi, dengan keadaan yang nyaman dan mendukung dalam proses 

Mediasi. 

3. Perlunya tindak lanjut dari pihak Fakultas Syariah dan Hukum untuk 

mengadakan pelatihan Mediasi bagi mahasiswa Syariah dan Hukum guna 

mempersiapkan lulusan yang siap kerja di lingkungan peradilan. 
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LAMPIRAN I 
 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN 

No Pertanyaan 

Wawancara  

Aspek Yang Di 

Teliti 

Indikator Teknik 

1 Apa saja syarat yang 

diperlukan untuk 

berlangsungnya proses 

mediasi? 

Proses mediasi 

pada kasus 

perceraian di 

Pengadilan 

Agama 

Pekanbaru 

Syarat syarat 

proses mediasi 

Wawancara 

dan 

Observasi 

2. Bagaimana peran 

ibuk/bapak sebagai 

mediator dalam 

menangani kasus para 

pihak yang berperkara? 

Proses mediasi 

pada kasus 

perceraian di 

Pengadilan 

Agama 

Pekanbaru 

Peran 

Mediator 

Dalam 

Menangani 

Kasus 

Wawancara 

dan 

Observasi 

3. Bagaimana proses 

mediasi pada tahap awal 

pada kasus perceraian 

di Pengadilan Agama 

Pekanbaru? 

Proses mediasi 

tahap awal pada          

kasus perceraian 

di Pengadilan 

Agama 

Proses mediasi 

tahap awal 

pada kasus 

perceraian 

Wawancara 

dan 

Observasi 



 
 

 
 

Pekanbaru 

4. Bagaimana sikap 

mediator dalam 

melakukan mediasi 

dengan para pihak? 

Proses mediasi 

pada kasus 

perceraian di 

Pengadilan 

Agama 

Pekanbaru 

Sikap mediator 

dalam 

melakukan 

mediasi 

Wawancara 

dan 

Observasi 

5. Berapa lama waktu 

yang diperlukan 

untuk 

proses mediasi? 

Proses mediasi 

pada kasus 

perceraian di 

Pengadilan 

Agama Pekanbaru 

Waktu 

yang 

diperluk

an 

dalam mediasi 

Wawanca

ra dan 

Observasi 

6. Bagaimana sikap 

mediator dalam 

menghadapi klien dalam 

mediasi? 

Proses mediasi 

pada kasus 

perceraian di 

Pengadilan 

Agama 

Pekanbaru 

Sikap mediator 

dalam 

menghadapi 

klien 

Wawancara 

dan 

Observasi 

7. Bagaimana tahapan 

proses mediasi di 

Pengadilan Agama 

Proses mediasi 

pada kasus 

perceraian di 

Tahapan 

proses mediasi 

Wawancara 

dan 

Observasi 



 
 

 
 

 

  

Pekanbaru? Pengadilan 

Agama 

Pekanbaru 

8. Apa saja tugas mediator 

dalam mediasi? 

Proses mediasi 

pada kasus 

perceraian di 

Pengadilan 

Agama 

Pekanbaru 

Tugas 

mediator dalam 

mediasi 

Wawancara 

dan 

Observasi 

9. Bagaimana tahap akhir 

dari proses mediasi? 

Proses mediasi 

pada kasus 

perceraian di 

Pengadilan 

Agama 

Pekanbaru 

Tahap akhir 

proses mediasi 

Wawancara 

dan 

Observasi 

10. Bagaimana tingkat 

keberhasilan mediasi di 

Pengadilan Agama 

Pekanbaru  

Tingkat 

keberhasilan         mediasi 

pada Tahun 2021-

2022 

Tingkat 

keberhasilan 

medisi pada 

tahun 2021-

2022 

Wawancara 

dan 

Observasi 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN II 

  



 
 

 
 

 
Pengantara surat penelitian melalui Resepsionis Pengadilan Agama  

Pekanbaru Kelas 1 A 

 

 

Wawancara dengan Bapak Mediator Jhorny Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M 



 
 

 
 

 

Wawancara dengan Bapak Mediator Solehuddin Harahap,S.H.I, M.Sy. 

 

Wawancara dengan Bapak Mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H 



 
 

 
 

 

Wawancara dengan Bapak Mediator Dr. H.M. Nasir As, S.H. 

 

Wawancara dengan Bapak Mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN III 
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